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Abstract: The role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is very strategic in driving 

regional economic growth in Gorontalo Province. This study aims to analyze the influence of fiscal 

economic policy on microeconomic growth, particularly the MSME sector, using quantitative and 
qualitative approaches (mixed methods). The results show that fiscal policy, through increased 

government spending, capital assistance, tax incentives, and digitalization programs such as the 
e-catalog and the MSME Data Collection Information System (SIAP AKU), contributes significantly 

to increasing MSME productivity, employment, and market access. The effectiveness of these 

policies is influenced by mediating factors, such as business actor capacity, financial literacy, 
digitalization, access to financing, and the quality of MSME data. However, challenges such as low 

digital literacy and limited access to financing still limit the maximum impact of fiscal policy. This 
study concludes that the integration of inclusive fiscal policy and long-term empowerment programs 

will strengthen MSMEs as the engine of sustainable economic growth in Gorontalo, improve 

community welfare, and encourage resilient and adaptive economic development. 

Keywords: MSMEs, Microeconomics, Fiscal Policy, Regional Economic Growth, 

Gorontalo, Digitalization, Access To Financing. 

 

Abstrak: Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat strategis dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh 
kebijakan ekonomi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi mikro, khususnya sektor UMKM, dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed methods). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, melalui peningkatan belanja pemerintah, bantuan modal, 
insentif pajak, dan program digitalisasi seperti e-catalog dan Sistem Informasi Pendataan UMKM 

(SIAP AKU), berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, 
dan akses pasar UMKM. Efektivitas kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor mediasi, seperti 

kapasitas pelaku usaha, literasi keuangan, digitalisasi, akses pembiayaan, dan kualitas data UMKM. 

Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi digital dan terbatasnya akses pembiayaan 
masih membatasi dampak maksimal kebijakan fiskal. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi 

antara kebijakan fiskal yang inklusif dan program pemberdayaan jangka panjang akan memperkuat 
UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Gorontalo, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan ekonomi yang tangguh dan adaptif 

 
Kata Kunci: UMKM, ekonomi mikro, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi daerah, 

Gorontalo, digitalisasi, akses pembiayaan. 

 

PENDAHULUAN 

Peran ekonomi mikro, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sangat vital dalam 
pembangunan ekonomi daerah di Indonesia. UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, menjadikannya tulang 
punggung perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah (Aprilia et al., 2025; Juminawati 

et al., 2021; Sinha et al., 2024). Selain menciptakan lapangan kerja, UMKM juga berperan sebagai 

jaring pengaman sosial yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di 

wilayah pedesaan (Aprilia et al., 2025; Juminawati et al., 2021). 

Kebijakan fiskal, yang meliputi pengeluaran dan penerimaan pemerintah, memegang peranan 

penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mikro. Melalui instrumen seperti insentif pajak, 
belanja pemerintah, dan program bantuan, kebijakan fiskal dapat menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi UMKM untuk berkembang, meningkatkan akses pembiayaan, serta memperluas 
pasar (Atichasari & Marfu, 2023; Lastri et al., 2025; Prasetyo, 2020; Sitompul et al., 2023). Studi 

empiris menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan kebijakan fiskal yang tepat dapat 
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mendorong pertumbuhan UMKM dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah (Atichasari & Marfu, 2023; Prasetyo, 2020; Sitompul et al., 2023). 

Di Provinsi Gorontalo, UMKM mendominasi sektor ekonomi mikro, terutama di bidang makanan, 

minuman, dan furnitur. Data tahun 2021 menunjukkan adanya dinamika jumlah UMKM di berbagai 

sektor, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 dan perubahan 
permintaan pasar (Dama, 2024). Meskipun demikian, sektor UMKM di Gorontalo tetap menjadi 

penggerak utama ekonomi lokal, dengan kontribusi signifikan terhadap pendapatan dan 

penyerapan tenaga kerja (Dama, 2024). 

Pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,13%, menunjukkan tren 

positif meski masih menghadapi tantangan seperti infrastruktur yang belum optimal, daya saing 
rendah, dan tingkat partisipasi publik yang perlu ditingkatkan (Ali & Saleh, 2020; Humalanggi et 

al., 2023). Implementasi kebijakan fiskal, seperti desentralisasi fiskal dan belanja infrastruktur, 
telah terbukti berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, meski dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan 

masih bervariasi (Ali & Saleh, 2020; Sahi et al., 2020). 

Namun, tantangan utama yang dihadapi UMKM di Gorontalo meliputi akses pembiayaan, kualitas 

sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap teknologi dan pasar digital (Dama, 2024; “Factors 

Determining the Policy Implementation for Micro, Small, And Medium Enterprises (MSMES) 
Empowerment In Indonesia,” 2022). Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti 

program pengadaan digital dan pelatihan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui 

koordinasi lintas sektor dan kebijakan yang lebih adaptif (Dama, 2024; Humalanggi et al., 2023) 

Kebijakan Ekonomi Fiskal: Pengertian dan Instrumen Utama 

Kebijakan ekonomi fiskal adalah serangkaian tindakan pemerintah dalam mengelola penerimaan 
(seperti pajak) dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti 

pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan pemerataan (Adzam et al., 2024; Al_kasasbeh, 
2023). Instrumen utama kebijakan fiskal meliputi pengeluaran pemerintah (belanja negara untuk 

infrastruktur, bantuan sosial, subsidi), pajak (penerimaan negara dari masyarakat dan pelaku 

usaha), serta subsidi (dukungan keuangan untuk sektor tertentu, termasuk UMKM) (Adzam et al., 
2024; Al_kasasbeh, 2023; Pasichnyi, 2020). Efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada 

desain dan implementasinya, serta kemampuan pemerintah menyesuaikan instrumen dengan 

kebutuhan ekonomi daerah (Al_kasasbeh, 2023; Pasichnyi, 2020) 

Ekonomi Mikro/UMKM: Definisi, Peran, dan Indikator 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah unit usaha dengan skala kecil hingga menengah 
yang berperan penting dalam perekonomian daerah. UMKM berkontribusi besar terhadap 

penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan PDRB 

daerah (Sitompul et al., 2023; Weldeslassie et al., 2019). Indikator relevan untuk menilai peran 
UMKM meliputi jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja yang diserap, omzet penjualan, dan 

kontribusi terhadap PDRB (Sitompul et al., 2023; Weldeslassie et al., 2019). Studi di berbagai 
daerah menunjukkan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi lokal, terutama dalam menghadapi 

krisis dan mendorong inklusi ekonomi (Nayak & Soni, 2023). 

Hubungan antara Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Mikro 

Kebijakan fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi mikro, khususnya 

UMKM. Jalur pengaruh utama meliputi belanja pemerintah (misal bantuan langsung, subsidi, dan 
pengadaan barang/jasa dari UMKM), insentif fiskal (seperti pajak rendah atau pembebasan pajak), 

serta pembiayaan mikro (akses kredit dan modal usaha) (Atichasari & Marfu, 2023; Hadi et al., 

2023; Prasetyo, 2020; Sitompul et al., 2023; Tendengu et al., 2022). Studi empiris di Indonesia 
menunjukkan bahwa insentif pajak dan belanja pemerintah dapat meningkatkan investasi, ekspansi 

usaha, dan daya saing UMKM (Atichasari & Marfu, 2023; Prasetyo, 2020; Sitompul et al., 2023). 

Jalur Pengaruh: Belanja Pemerintah, Insentif Fiskal, dan Pembiayaan Mikro 

Belanja pemerintah yang diarahkan pada penguatan UMKM, seperti bantuan modal, pelatihan, dan 

pengadaan barang/jasa, terbukti mendorong pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga 
kerja . Insentif fiskal berupa pajak rendah atau kemudahan administrasi pajak dapat meningkatkan 

investasi dan ekspansi usaha UMKM . Pembiayaan mikro, termasuk akses ke kredit dan teknologi 
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keuangan (fintech), juga menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan 

UMKM . 

Faktor Mediasi/Moderator: Kapasitas Usaha, Data UMKM, Akses Pembiayaan, Digitalisasi 

Efektivitas kebijakan fiskal terhadap UMKM sangat dipengaruhi oleh faktor mediasi seperti kapasitas 

pelaku usaha, kualitas data dan pendataan UMKM, akses pembiayaan, serta tingkat adopsi 
digitalisasi . Digitalisasi, misalnya, memperkuat dampak akses keuangan terhadap kinerja UMKM, 

sementara pendataan yang baik memudahkan penyaluran bantuan dan insentif (Dewi et al., 2023). 
Kapasitas usaha yang rendah dan keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi tantangan utama 

di banyak daerah (Hadi et al., 2023). 

Implikasi untuk Gorontalo 

Meskipun belum ada studi spesifik tentang Gorontalo, temuan dari berbagai daerah di Indonesia 

menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal yang tepat, didukung oleh peningkatan kapasitas 
pelaku UMKM, digitalisasi, dan pendataan yang akurat, dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi 

mikro di tingkat daerah (Atichasari & Marfu, 2023). Pemerintah daerah perlu menyesuaikan 

instrumen fiskal dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM lokal agar dampaknya optimal. 

Dengan demikian, analisis perkembangan kebijakan ekonomi fiskal terhadap pertumbuhan 

ekonomi mikro di Provinsi Gorontalo menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa UMKM dapat 

terus menjadi motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus mendukung pencapaian pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Aprilia et al., 2025; Prasetyo, 2020; Sitompul et al., 

2023) 

 

METODE PENELITIAN   

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif (mixed methods) untuk 

memperoleh gambaran komprehensif mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan 

ekonomi mikro/UMKM di Provinsi Gorontalo. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis 

hubungan antara indikator fiskal dan indikator ekonomi mikro secara statistik, sedangkan 

pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami studi kasus program bantuan fiskal kepada 

UMKM. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan relevan 

terhadap konteks lokal. 

 

HASIL & PEMBAHASAN PENELITIAN 

Hasil Gambaran Umum Ekonomi Mikro dan UMKM di Gorontalo 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Gorontalo memiliki peran yang sangat 

strategis dalam menopang struktur perekonomian daerah. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan 

UMKM Provinsi Gorontalo, terdapat lebih dari 85.000 unit UMKM aktif yang tersebar di enam 

kabupaten/kota, dengan konsentrasi terbesar di Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. 

Sektor usaha yang paling dominan adalah makanan dan minuman, furnitur, kerajinan tangan, serta 

perdagangan eceran, yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat lokal. 

UMKM menjadi pilar utama ekonomi daerah karena sifatnya yang padat karya, menggunakan 

sumber daya lokal, dan fleksibel terhadap perubahan pasar. Meskipun pandemi Covid-19 sempat 

menurunkan jumlah unit usaha aktif hingga hampir 15% pada 2020–2021, banyak pelaku UMKM 

yang mampu beradaptasi dengan mengubah model bisnis, seperti beralih ke penjualan daring 

(online marketplace) dan memproduksi barang sesuai permintaan baru, misalnya masker kain, 

produk herbal, dan makanan beku. Menariknya, sektor minuman olahan dan furnitur justru 

mengalami pertumbuhan positif pada 2021, karena meningkatnya permintaan rumah tangga 

selama periode pembatasan sosial dan meningkatnya kegiatan renovasi rumah tangga. 
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Pada 2024–2025, peran UMKM kembali menguat seiring pemulihan ekonomi Gorontalo yang 

tumbuh 4,13% pada 2024 dan melesat 6,07% pada triwulan I 2025 (BPS Gorontalo, 2025). Kinerja 

ini menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap peningkatan konsumsi rumah 

tangga—komponen utama penggerak PDRB daerah—serta menjadi motor dalam menjaga stabilitas 

sosial ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global. 

Perkembangan Kebijakan Fiskal dan Dampaknya 

Kebijakan fiskal di Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan orientasi yang 

semakin pro-mikro. Pemerintah daerah secara aktif menggunakan instrumen fiskal, seperti belanja 

pemerintah, subsidi, insentif pajak, dan bantuan sosial produktif, untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi mikro. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, total pagu belanja 

pemerintah di Gorontalo tahun 2024 mencapai sekitar Rp 15,30 triliun, meningkat 15,7% dibanding 

tahun sebelumnya. Dari total tersebut, sebagian diarahkan untuk program pemberdayaan ekonomi 

lokal, seperti bantuan UMKM, pelatihan kewirausahaan, serta pengadaan produk lokal melalui e-

catalog daerah. 

Program pengadaan melalui e-catalog berfungsi sebagai sarana memperluas pasar produk UMKM 

dan memastikan keberlanjutan permintaan. Dalam sistem ini, produk lokal dari pelaku UMKM dapat 

diserap langsung oleh instansi pemerintah tanpa proses tender yang rumit, sehingga mendorong 

peningkatan volume produksi, perluasan jaringan distribusi, dan peningkatan laba operasional 

UMKM. Selain itu, bantuan pemerintah dalam bentuk hibah bahan produksi dan modal usaha mikro 

terbukti meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing 

lokal. 

Dari sisi penerimaan, pemerintah memberikan insentif fiskal berupa pengurangan tarif Pajak 

Penghasilan Final UMKM, pembebasan pajak untuk omzet di bawah ambang tertentu, serta 

penyederhanaan administrasi pajak. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk 

meningkatkan kapasitas produksi tanpa terbebani oleh kewajiban fiskal yang berat. Secara 

keseluruhan, sinergi antara belanja publik dan insentif fiskal ini menjadi faktor pendorong bagi 

pertumbuhan ekonomi mikro yang lebih stabil dan inklusif di Gorontalo. 

Analisis Korelasi Indikator Fiskal dan Ekonomi Mikro 

Analisis korelatif sederhana antara indikator fiskal dan ekonomi mikro menunjukkan hubungan 

positif yang signifikan antara peningkatan belanja pemerintah dengan pertumbuhan aktivitas 

ekonomi mikro. Ketika pagu belanja pemerintah meningkat lebih dari 15% pada 2024, jumlah 

UMKM aktif dan omzet sektor mikro juga menunjukkan kenaikan. Pertumbuhan belanja publik 

menciptakan efek pengganda (multiplier effect) terhadap sektor-sektor produktif di Gorontalo, 

terutama perdagangan, jasa, dan makanan/minuman, yang merupakan tulang punggung ekonomi 

mikro. 

Selain itu, penelitian di Kota Gorontalo (Universitas Negeri Gorontalo, 2023) menemukan bahwa 

modal usaha dan efisiensi biaya produksi merupakan faktor paling dominan yang memengaruhi 

pendapatan UMKM, dengan kontribusi modal terhadap pendapatan mencapai sekitar 50%. Hal ini 

berarti bahwa kebijakan fiskal yang berfokus pada penyediaan modal kerja dan pengurangan biaya 

produksi (misalnya melalui subsidi bahan baku atau kemudahan pajak) akan langsung 

meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil. 

Hubungan positif ini juga terlihat dari indikator tenaga kerja. Dengan meningkatnya realisasi 

belanja publik dan program bantuan produktif, banyak UMKM yang menambah tenaga kerja baru 

untuk memenuhi permintaan. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi 

mikro, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dan mengurangi tingkat 

pengangguran di wilayah Gorontalo. 

Salah satu contoh konkret dari implementasi kebijakan fiskal yang berorientasi pada ekonomi mikro 

adalah program bantuan bahan produksi yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo pada 

2025. Melalui program ini, sebanyak 1.945 pelaku UMKM di Kota Gorontalo menerima bantuan 

senilai total Rp 1,945 miliar, berupa bahan baku, peralatan, dan dukungan teknis. Program serupa 

juga dilakukan di kabupaten lain, dengan bantuan modal Rp 1 juta per pelaku usaha untuk 1.640 

UMKM. 
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Bantuan ini dirancang agar pelaku usaha tidak hanya menerima dana, tetapi juga diarahkan untuk 

meningkatkan efisiensi produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan nilai tambah produk. 

Selain bantuan langsung, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga meluncurkan Sistem Informasi 

Pendataan UMKM (SIAP AKU), sebuah platform digital untuk memfasilitasi pendataan, promosi, dan 

transaksi produk UMKM secara daring. Digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui 

sistem ini membantu UMKM lokal untuk meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik, karena 

produk mereka secara resmi terdaftar dan diakui oleh pemerintah. 

Namun, meskipun program ini menunjukkan hasil positif, masih terdapat tantangan signifikan di 

aspek literasi keuangan dan digitalisasi. Berdasarkan survei Dinas Koperasi dan UMKM Gorontalo 

tahun 2024, sekitar 60% pelaku UMKM belum memiliki literasi digital dasar yang memadai, seperti 

pengelolaan toko online atau penggunaan aplikasi keuangan. Akibatnya, sebagian bantuan 

produktif belum diikuti dengan peningkatan efisiensi keuangan yang optimal. Oleh karena itu, 

pelatihan dan pendampingan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa 

transformasi digital benar-benar mampu memperkuat daya saing UMKM di Gorontalo. 

Faktor Penghambat dan Mediasi 

Efektivitas kebijakan fiskal terhadap penguatan UMKM di Gorontalo tidak lepas dari berbagai faktor 

penghambat dan variabel mediasi. Pertama, kapasitas pelaku usaha menjadi penentu utama 

keberhasilan program. Banyak pelaku UMKM yang masih menjalankan bisnis secara tradisional, 

dengan manajemen keuangan yang sederhana dan tanpa pencatatan yang baik. Kedua, kualitas 

data dan sistem pendataan UMKM masih terbatas, sehingga menyulitkan pemerintah untuk 

menyalurkan bantuan atau merancang kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). 

Ketiga, akses pembiayaan menjadi hambatan struktural. Meskipun terdapat program Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi), banyak pelaku usaha di Gorontalo yang belum 

memenuhi syarat administratif, seperti tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit formal. Data 

tahun 2025 menunjukkan hanya sekitar 9.158 debitur UMKM di Gorontalo yang berhasil mengakses 

KUR dengan total nilai Rp 454 miliar—angka ini masih relatif kecil dibandingkan potensi UMKM yang 

mencapai puluhan ribu unit. 

Keempat, tingkat adopsi digitalisasi masih rendah. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa digitalisasi memperkuat hubungan antara akses keuangan dan kinerja UMKM, baik dalam 

hal peningkatan penjualan, efisiensi operasional, maupun perluasan pasar. Tantangan-tantangan 

tersebut menjadi faktor mediasi yang menjelaskan mengapa efek kebijakan fiskal belum 

sepenuhnya maksimal terhadap seluruh pelaku usaha mikro di daerah ini. 

Implikasi Kebijakan 

Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diarahkan secara tepat 

dan terintegrasi mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi mikro di Gorontalo. Belanja publik 

yang meningkat, disertai program bantuan produktif dan insentif pajak, memberikan efek positif 

terhadap kinerja UMKM. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dampaknya, pemerintah perlu 

memperhatikan aspek-aspek pendukung lain seperti peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi, dan 

perbaikan pendataan UMKM. 

Secara strategis, kebijakan fiskal yang efektif di Gorontalo harus memadukan antara transfer fiskal 

langsung (bantuan modal, hibah bahan baku) dan intervensi struktural jangka panjang, seperti: 

1. Mendorong literasi keuangan agar pelaku usaha mampu mengelola modal secara efisien. 

2. Mengembangkan pusat data UMKM berbasis digital agar perencanaan fiskal lebih akurat dan 

tepat sasaran. 

3. Mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan program non-fiskal seperti pelatihan, sertifikasi 

halal, dan promosi digital. 
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Dengan demikian, arah kebijakan fiskal di Gorontalo dapat bertransformasi dari sekadar stimulus 

jangka pendek menjadi strategi pembangunan ekonomi mikro berkelanjutan. Melalui kebijakan 

fiskal yang inklusif dan berbasis data, Provinsi Gorontalo memiliki peluang besar untuk menjadikan 

sektor mikro sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, adaptif, dan 

berkeadilan. 

 

KESIMPULAN 

Kebijakan ekonomi fiskal di Provinsi Gorontalo terbukti memiliki pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi mikro, khususnya dalam penguatan sektor UMKM yang menjadi tulang 

punggung perekonomian daerah. Melalui peningkatan belanja publik, bantuan modal, dan insentif 

pajak, pemerintah berhasil mendorong produktivitas, memperluas pasar, serta meningkatkan 

pendapatan dan penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha kecil. 

Program seperti e-catalog daerah dan digitalisasi pendataan UMKM turut memperkuat daya saing 

serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Namun, efektivitas kebijakan masih 

terhambat oleh rendahnya literasi keuangan dan digital, keterbatasan akses pembiayaan, serta 

belum optimalnya sistem pendataan UMKM. 

Oleh karena itu, arah kebijakan fiskal ke depan perlu difokuskan pada penguatan kapasitas pelaku 

UMKM, peningkatan literasi digital, serta integrasi antara kebijakan fiskal dan program 

pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Dengan langkah tersebut, UMKM di Gorontalo dapat 

tumbuh lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai motor utama pembangunan 

ekonomi daerah. 
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